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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran,
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak bumi dan
bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2020. Latar belakang penelitian ini
didasari oleh peran strategis pajak daerah sebagai sumber utama penerimaan PAD
yang menjadi indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak hotel dan
restoran mencerminkan dinamika sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat,
sementara BPHTB serta PBB lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas pertanahan
dan kepemilikan properti. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan
realisasi penerimaan pajak daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral
Pajak serta dokumen resmi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Analisis
dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan empat
variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran
berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, yang menandakan bahwa
perkembangan sektor jasa, kuliner, dan pariwisata memberikan kontribusi besar
bagi pendapatan daerah. BPHTB dan PBB juga berpengaruh positif, namun tingkat
kontribusinya bersifat fluktuatif karena bergantung pada dinamika pasar properti.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi
pengelolaan pajak hotel, restoran, dan BPHTB sebagai instrumen peningkatan
PAD, serta perlunya kebijakan inovatif untuk meningkatkan efektivitas
pemungutan PBB. Dengan demikian, pemerintah daerah di Jawa Timur dapat
memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong kemandirian pembangunan
daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, BPHTB, PBB, PAD, Jawa Timur

Abstract

This study aims to analyze the impact of hotel taxes, restaurant taxes, land and
building acquisition fees (BPHTB), and land and building taxes (PBB) on regional
original revenue (PAD) of regencies/cities in East Java Province during the 2019—
2020 period. The background of this study is based on the strategic role of
regional taxes as the primary source of PAD revenue, which serves as an indicator
of local government fiscal independence. Hotel and restaurant taxes reflect the
dynamics of the tourism sector and public consumption, while BPHTB and PBB
are more influenced by land activities and property ownership. The study used
secondary data in the form of regional tax revenue realization reports published
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by the Directorate General of Taxes and official documents of district/city
governments in East Java. The analysis was conducted using multiple linear
regression analysis using four variables. The results show that hotel and
restaurant taxes have a significant positive effect on PAD, indicating that the
development of the service, culinary, and tourism sectors contributes significantly
to regional revenue. BPHTB and PBB also have a positive effect, but their
contribution levels fluctuate due to the dynamics of the property market. Overall,
this study emphasizes the importance of optimizing the management of hotel,
restaurant, and BPHTB taxes as instruments for increasing local revenue (PAD),
as well as the need for innovative policies to improve the effectiveness of PBB
(land and building) collection. Thus, local governments in East Java can
strengthen fiscal capacity while encouraging independent regional development
through sustainable revenue sources.

Keywords: hotel tax, restaurant tax, BPHTB, PBB, PAD, East Java

1. PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk
menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari
perpajakan dapat meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak
akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut
dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di

berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup
sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang
ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade
terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem
administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan
teknologi. Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan
disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud mempermudah mekanisme
pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara
dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

negara (Gebreegziabher, 2018).

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian
besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui
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beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia
sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam
tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan
daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran
rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan
dari satu reformasi mencakup birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta
memiliki kualitas pelayanan publik yang baik (Kemenpan, 2015). Dalam hal ini, reformasi
perpajakan daerah dapat dikatakan berhasil jika memenuhi ketiga indikator tersebut, bersih
dari korupsi, mampu menciptakan prosedur perpajakan yang efektif dan efisien sehingga
memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, dan adanya peningkatan signifikan

pada kualitas pelayanan kepada publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Terkait indikator pertama, pemerintahan daerah yang bersih akan menjamin
optimalisasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan daerah. Sementara itu, terkait indikator kedua dan ketiga, untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi perpajakan daerah, pemerintah daerah
memiliki peluang yang luas untuk melakukannya karena pada saat ini perkembangan
teknologi sangat pesat. Penggunaan teknologi berbasis internet dapat digunakan untuk
mengembangkan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada
publik dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya. Berbagai media berbasis internet juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk menyosialisasikan perpajakan bagi masyarakat luas untuk sadar dan taat pajak.
Keberhasilan reformasi perpajakan di berbagai daerah ditandai dengan meningkatnya
penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Gebreegziabher (2018)

bahwasanya penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, Arfah Habib Saragih / Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Indonesia Jurnal SIKAP Vol. 3 | No. 1 | Tahun 2018 19 berdasarkan hasil riset
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yang dilakukan oleh Mdanat (2018), ditemukan bukti bahwa tidak selamanya peningkatan
penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi
karena penerimaan pajak digunakan untuk mendanai non-productive expenditures. Apabila
penerimaan pajak digunakan untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif, maka
akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Berdasarkan
uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Se-Jawa Timur tahun
2019-2020".
2. METODE
2.1 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu.
Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan data runtun waktu
(time series) dan data antar unit (cross section). Data time series yang digunakan yaitu
tahun 2019-2020 dan data cross section yaitu 37 kabupaten/kota sehingga menghasilkan
total 74 observasi. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari
website Direktorat Jenderal Pajak. Adapun data-data yang digunakan adalah:
1. Jumlah penerimaan Pajak Hotel kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2020
2. Jumlah penerimaan Pajak Restoran kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2020
3. Jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2020
4. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kabupaten/kota di Jawa
Timur tahun 2019-2020
2.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi
kepustakaan, dimana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber
dari berbagai literatur. Literatur yang digunakan termasuk buku, jurnal, dan publikasi
instansi terkait dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.
2.3 Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi
linier berganda dengan menggunakan empat variabel kuantitatif. Proses pengolahan data

dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan software SPSS 16.0. Penggunaan
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model analisis ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu mengetahui

bagaimana pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, BPHTB dan PBB terhadap

Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2019-2020.

Data panel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggabungan antara

periode penelitian (2019 — 2020) dengan data seluruh variabel yang dilihat berdasarkan

penerimaan pajak kaupaten/kota se-Jawa Timur.

2.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penyajian data berupa

tabel, grafik, atau gambar. Analisis deskriptif yang dilakukan untuk menilai

karakteristik dari sebuah data tanpa membuat kesimpulan secara umum.

€2.3.2 Analisis Data Regresi Data Panel

Analisis data panel pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji keterkaitan dan

mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen dengan model regresi linier berganda. Data panel merupakan gabungan

data time series dengan data cross section. Menurut Gujarati (2003), teknik data

panel memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan data time series

maupun cross section, yaitu:

1.

Data panel lebih informatif, lebih bervariasi, tingkat kolinearitas antara
variabel rendah, degree of freedom lebih besar dan cenderung lebih efisien.
Data panel dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat
diobservasi melalui data cross section murni maupun time series murni.
Data panel cenderung cocok digunakan untuk penelitian yang
menggambarkan adanya dinamika perubahan.

Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas tiap unit.

Data panel memungkinkan mempelajari model perilaku yang lebih
kompleks.

Dalam model data panel yang menggabungkan data cross section dan time

series sehingga model dapat ditulis sebagai berikut:

Yit = B0 + BIXIit + eit; i= 1,2,...,N; t=12,...t

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak

restoran, BPHTB dan PBB terhadap Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-

Jawa Timur, sehingga persamaan data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:



LnTKit = p0+f1LnOUTit+pf2JMLIT+B3LnUPHit+B4LnPROit+¢it

Keterangan:

LnTK : Pertumbuhan Ekonomi

LnOUT : Pajak Hotel

JML : Pajak Restoran

LnUPH : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) LnPRO
: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B0 : Konstanta Regresi 1, 2, B3, B4 : Koefisien Regresi

Eit : Komponen error di waktu t untuk unit cross section i

1 : Cross section (38Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

t : Time series (2019-2020)

Penggunaan model logaritma natural (Ln) pada beberapa variabel adalah
untuk mendekatkan skala data dan karena adanya perbedaan satuan variabel.
2.4 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik
Deteksi penyimpangan asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi
dalam analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS).
Analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi
klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji

asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear.

Deteksi penyimpangan asumsi klasik yang sering digunakan yaitu deteksi
multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, deteksi normalitas dan deteksi
autokorelasi. Tidak ada aturan yang pasti tentang urutan deteksi mana yang harus
diselesaikan terlebih dahulu. Analisis dapat dilakukan berdasarkan pada data yang ada.
Misalnya, analisis terhadap semua deteksi penyimpangan asumsi klasik, lalu dilihat
mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada deteksi
tersebut, dan setelah persyaratan terpenuhi, dilakukan pengujian pada deteksi yang

lain.

2.4.1 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi
yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear
berganda. Ketika terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel
independen, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel

dependennya menjadi terganggu. Masalah multikolinearitas menyebabkan

6



kesalahan standar yang besar dalam model penelitian, sehingga koefisien tidak
dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Masalah multikolinearitas dapat
diidentifikasi dengan beberapa cara berikut:

a) Dengan melihat nilai R? dan signifikansi dari variabel yang
digunakan. Jika nilainya tinggi sementara sebagian besar atau semua
variabel yang secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi
multikolinearitas

b) Korelasi antara dua variabel independen yang lebih besar dari rule of
thumb (0,8) dapat menunjukkan bahwa multikolinearitas merupakan
masalah yang serius.

¢) Menggunakan Auxiliary regression pada setiap variabel independen.
Multikolinearitas terjadi karena satu atau lebih variabel independen
berkorelasi linear dengan variabel independen lainnya. Salah satu cara
untuk menentukan variabel X mana yang berkorelasi dengan variabel
X lainnya adalah dengan meregresi pada setiap X terhadap variabel X
sisanya dan menghitung R?

2.4.2 Deteksi Autokorelasi
Deteksi autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara
suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Sederhananya, tujuan
analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen. Jadi seharusnya tidak boleh ada korelasi antara observasi
dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang umum digunakan
adalah uji Durbin- Watson, uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas
100 data sebaiknya menggunakan  uji Lagrange
Multiplier. Masalah  autokorelasi  dapat  diselesaikan
dengan berbagai cara yaitu dengan mentransformasi data atau dengan
mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized
difference equation) dan juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag
dari variabel dependen menjadi salah satu variabel independen, sehingga
data observasi menjadi berkurang 1.
2.4.3 Deteksi Normalitas
Detreksi normalitas menjelaskan apakah data yang digunakan berdistribusi

normal atau tidak. Model dapat dikatakan baik jika data terdistribusi normal.
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Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penggunaan
analisis grafik dan uji statistik. Deteksi normalitas residual yang paling umum
adalah deteksi Jarque-Bera. Deteksi Jarque-Bera adalah deteksi normalitas yang
didasarkan pada koefisien keruncingan (kurtosis) dan koefisien kemiringan
(skewness). Jika hasil dari Jarque-Bera statistic > Chi-square tabel, maka
residual tidak terdistribusi normal. Sedangkan apabila hasil dari Jarque-Bera
statistik < Chi-square tabel, maka residual terdistribusi normal.

Selain menggunakan Jarque-Bera dan Chi-square, deteksi normalitas juga
dapat dari signifikansi dari nilai p-value. Jika nilai p- value lebih besar dari taraf
signifikansi 5%, hal ini menunjukkan model distribusi normal. Sebaliknya jika
nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi 5%, maka tidak menunjukkan model
distribusi normal.

2.4.4 Deteksi Heteroskedastisitas
Deteksi heteroskedastisitas menunjukkan apakah terdapat variasi yang tidak
merata antar pengamatan. Model regresi yang memenuhi persyaratan apabila
terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi
adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan wuji glejser. Model
dianggap bebas dari masalah heteroskedastisitas jika probabilitas signifikansi
masing-masing variabel dalam hasil regresi > 0.05. Sedangkan jika probabilitas
signifikansi masing-masing variabel < 0.05, maka model mengalami masalah
heteroskedastisitas.

2.5 Pengujian Hipotesis
2.5.1 Uji T atau Uji Parsial
Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel
independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen
lainnya dianggap konstan. Pada penelitian ini uji T menggunakan taraf
signifikansi 5%. Hipotesis penelitian dikatakan diterima jika nilai probabilitas
kurang dari 5% yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian dinyatakan ditolak apabila nilai
probabilitas lebih dari 5% yang berarti bahwa variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t berguna untuk menentukan signifikansi pengaruh parsial masing-
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masing variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu variabel
independen dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
jika nilai signifikansi pada tabel Coefficient lebih kecil dari alpha 0,05. Dalam hal
ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen dalam persamaan.

2.5.2 Uji Fatau Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang
digunakan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas kurang dari 5% maka
model regresi telah layak digunakan. Apabila nilai probabilitas dalam pengujian
lebih dari 5% maka model regresi tidak layak digunakan.

Uji F menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel
dependen secara simultan atau bersama-sama. Variabel- variabel independen
dalam model dikatakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen jika nilai signifikansi pada tabel ANOVA kurang dari alpha 0,05.

2.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur sejauh mana kemampuan model
dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu. Nilai yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai
yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif kecil
karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan
untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien
determinasi yang tinggi. Ghozali (2006) menjelaskan bahwa koefisien
determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian R Square dapat dilihat
pada tabel Model Summary pada label R Square. Sementara itu, nilai error (e)

dapat dihitung dengan rumus:

e =1 - R Square



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 AnalisisPengaruh Pajak Hotel terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada variabel Pajak Hotel (X1) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05
maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Penelitian tersebut
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekasari, dkk (2024) dan
Rediteani (2018) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak hotel memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumtif masyarakat
lokal maupun luar sangat tinggi. Pemerintah perlu meningkatkan Pajak
Hotel agar Pertumbuhan Ekonomi terus meningkat. Namun didukung dengan
pengembangan infrastruktur guna mendukung akses menuju area hotel, kebijaka
tarif guna menghindari kehilangan pengunjung, investasi pengembangan,
peningkatan kualitas SDM, maupun monitoring serta evaluasi kualitas
pelayanan.

3.2 Analisis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pada variabel Pajak Restoran (X2) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05 maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Penelitian
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmini, dkk (2019),
Sahelangi, dkk (2023), dan Aziz, dkk (2024) dari hasil penelitiannya
menunjukan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Secara tidak langsung dengan adanya pengaruh signifikan dari pajak
restoran membuktikan bahwa tingkat konsumtif masyarakat sangat besar.
Semakin banyak restoran yang berjalan semakin tinggi nilai pertumbuhan
ekonomi. Area wisata identik dengan restoran, maka pemerintah harus
mendukung penuh pembukaan area wisata karena pajak restoran yang tinggi
menandakan adanya peningkatan aktifitas wisata yang secara tidak langsung
mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.3 Analisis Pengaruh BPHTB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pada variabel BPHTB (X3) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05
maka H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPHTP berpengaruh
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir, dkk (2024), Harjawati,
Tri (2016), dan Pala’biran (2019) dari hasil penelitiannya mendapatkan bahwa
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki pengaruh
yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan BPHTB yang tinggi membuktikan bahwa tingkat konsuntif
masyarakat terhadap jual beli properti tinggi. Peran dari Pemerintah sangatlah
penting, yaitu dengan penyediaan lahan industri maupun properti yang
diimbangi dengan pengelolaan tata kota yang jelas.

3.4 Analisis Pengaruh PBB Terhadap Pertumbuhan ekonomi

Pada variabel PBB (X4) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05
maka H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPHTP berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana, dkk (2024), Jamaludin
& Widiarto (2018), dan Arifiana (2020) dari hasil penelitiannya mendapatkan
hasil bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peran pemerintah sangat penting, salah satunya dengan membantu
digitalisasi proses pembayarannya agar dapat lebih terintegrasi lebih mudah.
Pendataan ulang ojek pajak, peningkatan layanan publik, penerapan pajak
progresif untuk properti yang luas agar lebih adil juga bisa membantu dalam

peningkatan PBB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Pada variabel Pajak Hotel (X1) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka H1
diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Ekasari, dkk (2024) dan Rediteani (2018) yang menunjukkan hasil
penelitian bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan yang berkembang
turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak pada
kegiatan ekonomi daerah, terutama dalam sektor pariwisata dan jasa.
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Pajak Restoran juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pada variabel Pajak Restoran (X2) diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05 maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmini, dkk (2019), Sahelangi, dkk
(2023), dan Aziz, dkk (2024) dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa pajak restoran
berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan
penerimaan pajak restoran mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat yang tinggi,
terutama di daerah perkotaan, dan memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi
lokal.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terbukti berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada variabel BPHTP (X3) diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa
BPHTP berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Penelitian
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir, dkk (2024), Harjawati,
Tri (2016), dan Pala’biran (2019) dari hasil penelitiannya mendapatkan bahwa Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) memiliki pengaruh yang signifikan
dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas jual beli dan peralihan hak atas
tanah dan bangunan mencerminkan dinamika sektor properti, yang merupakan salah satu
penopang pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan
peningkatan nilai aset.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di wilayah penelitian. PBB sebagai bentuk pajak tetap atas kepemilikan aset
menunjukkan keterkaitan antara keberadaan properti dan kontribusinya terhadap PAD.
Pada variabel PBB (X4) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 maka H3
diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPHTP berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Maulana, dkk (2024), Jamaludin & Widiarto (2018), dan Arifiana
(2020) dari hasil penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengaruh pajak bumi dan
bangunan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penerimaan dari PBB yang meningkat berpotensi dimanfaatkan untuk pembiayaan

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
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